
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pengawasan terhadap layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech P2P Lending) melalui 

penerbitan regulasi seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan SEOJK Nomor 

19/SEOJK.06/2023. Pengawasan ini mencakup pendaftaran dan perizinan 

penyelenggara, dengan hasil bahwa per 11 Maret 2025, sebanyak 101 penyelenggara 

telah terdaftar dan berizin di OJK, termasuk KoinWorks, Investree, dan Amartha 

(OJK, 2025). Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat serta penyelenggara, sementara upaya represif meliputi pemblokiran 

aplikasi ilegal bersama Satgas Waspada Investasi, yang hingga 2023 telah memblokir 

lebih dari 1.000 aplikasi ilegal (OJK, Press Release 2023). Namun, pengawasan ini 

belum sepenuhnya efektif karena masih maraknya penyelenggara ilegal, pelanggaran 

seperti penyalahgunaan data pribadi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi OJK 

dalam menghadapi perkembangan fintech yang pesat. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan dalam penguatan sistem pengawasan yang perlu diperbaiki. 

OJK menghadapi tantangan signifikan dalam mengawasi fintech P2P 

Lending, antara lain:  
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a) maraknya penyelenggara ilegal yang sulit dideteksi karena kemudahan 

membuat platform digital;  

b) perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan respons regulasi; 

c) rendahnya kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi, termasuk aturan 

batasan pendanaan dalam SEOJK No. 19/2023;  

d) penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan tidak manusiawi; serta  

e) minimnya literasi keuangan masyarakat yang meningkatkan kerentanan 

terhadap fintech ilegal.  

Mekanisme yang diterapkan meliputi pengaturan melalui POJK dan SEOJK, 

koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi untuk tindakan preventif (edukasi), 

kuratif (pemanggilan dan peringatan), dan represif (pemblokiran aplikasi serta 

penegakan hukum). Meskipun mekanisme ini telah menunjukkan hasil, seperti 

pemblokiran ribuan aplikasi ilegal, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya 

sistem pemantauan terpusat dan koordinasi lintas sektoral yang optimal. Oleh karena 

itu, kolaborasi antara OJK, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk 

menjaga keberlanjutan industri fintech yang aman dan terpercaya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a). Peningkatan Kapasitas Teknologi Pengawasan 

    OJK disarankan untuk mengembangkan sistem pemantauan terpusat berbasis 

teknologi, seperti platform pelaporan digital terintegrasi, guna melacak kepatuhan 

penyelenggara terhadap regulasi, termasuk batasan pendanaan sebagaimana diatur 

dalam SEOJK No. 19/2023. Sistem ini dapat mempercepat deteksi penyelenggara 

ilegal dan meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah perkembangan teknologi 

yang pesat. 

b). Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Masif 

    OJK perlu memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui 

berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, dan kampanye luar ruang, untuk 

meningkatkan literasi keuangan. Edukasi ini harus fokus pada cara mengenali fintech 

legal yang terdaftar di OJK (contohnya melalui situs www.ojk.go.id) dan risiko 

penggunaan fintech ilegal, sehingga mengurangi kerentanan masyarakat terhadap 

praktik merugikan. 

c). Penegakan Hukum yang Konsisten dan Terkoordinasi 

    OJK perlu memperkuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo), Kepolisian Republik Indonesia, dan perbankan untuk 
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mempercepat pemblokiran aplikasi ilegal, memutus akses keuangan, dan menindak 

pelaku fintech ilegal secara hukum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat 

menciptakan efek jera serta mendukung keberlanjutan industri fintech yang sehat. 

d). Optimalisasi Peran Satgas Waspada Investasi dan AFPI 

    Satgas Waspada Investasi harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan 

mengevaluasi tawaran investasi ilegal secara real-time, sementara Asosiasi Fintech 

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) perlu meningkatkan perannya dalam 

mengedukasi anggota dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat memperkuat mekanisme 

pengawasan dan perlindungan konsumen. 

e). Penyempurnaan Regulasi Berbasis Inovasi 

    Mengingat cepatnya perkembangan teknologi seperti AI dan blockchain dalam 

fintech, OJK disarankan untuk terus menyempurnakan regulasi dengan pendekatan 

adaptif. Misalnya, menetapkan standar teknis untuk analisis kredit dan perlindungan 

data yang lebih ketat, sehingga regulasi tetap relevan dan mampu mengatasi 

tantangan baru di industri P2P Lending. 
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